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ABSTRAK 

Ridwan Mounetery Erizal, 201610115307, Tinjauan Yuridis Kriminalisasi 

Pengemis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan 

Tujuan Pemidanaan. 

 

Ketentuan mengenai pemidanaan bagi pengemis diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Pasal 504, ketentuan tersebut menimbulkan pro dan kontra 

karena ada yang menghendaki penyelesaian masalah pengemis melalui pemidanaan 

dan ada pula yang mengendaki penyelesaian diluar hukum pidana, dan juga dalam 

konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 34 

disebutkan bahwa Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, serta 

pemidanaan yang pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menjatuhkan 

hukuman pada perbuatan yang dalam undang-undang dikatakan sebagai tindak 

pidana, namun dalam pemidanaan perlu diperhatikan salah satunya tujuan 

pemidanaan, serta dalam kebijakan hukum pidana harus memperhatikan aspek 

perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemberlakuan pidana bagi pengemis 

dalam Pasal 504 KUHP dikaitkan dengan tujuan pemidanaan juga untuk 

mengetahui bagaimana upaya penghapusan pidana bagi pengemis dalam perspektif 

hukum pidana. Dalam penelitian ini digunakan metode peneltian yuridis normatif 

artinya dalam penelitian ini mengenai pemberlakuan pidana bagi pengemis yang 

termuat dalam KUHP akan di analisa keselarasannya dengan undang-undang yang 

terkait serta konsep tujuan pemidanaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan terkait Aspek 

kriminalisasi dalam Pasal 504 KUHP ini pada dasarnya  bertentangan dengan tujuan 

pemidanaan itu sendiri, oleh karena dari segi manfaat dan keadaan yang ingin 

dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu sendiri serta bukan sebagai pembalasan 

atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk 

melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Kemudian terkait paya 

penghapusan pidana bisa saja dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, di mana 

perbuatan mengemis sebagaimana terdapat dalam Pasal 504 KUHP dapat 

didekriminalisasi. Hal ini terkait dengan kebijakan hukum pidana atau politik 

hukum pidana harus memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Kata Kunci: pengemis, kriminalisasi, tujuan pemidanaan 
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ABSTRACT 

 

Ridwan Mounetery Erizal, 201610115307, Juridical Review of Criminalization 

on Beggar Based on The Book of Penal Code  Related With The Purpose of 

punishment 

 

Provision of the punishment on beggar has been regulated in the book of penal code 

Article 504, the provision is provoke an agreed and disagreed too because some 

people who wants a punishment as a solution on beggar and some people prefer to 

not giving a punishment on beggar, especially in Constitution of Indonesia or the 

1945 state constitution, poor people and abandoned children is be cared with the 

country, and then  penal or sentencing is a process for giving a punishment on some 

act that written on the penal code as a criminal act, but in punishment is important 

to observe which is the purpose of the punishment, and the criminal law policy 

should  considering social defense and social welfare aspect. 

The research purpose is to analyze the punishment on beggar based on the book of 

penal code article 504 related with to the purpose of the punishment, and to 

knowing how the effort to remove the punishment on the criminal law perspective. 

The research method is juridical normative, which means in this research will be 

analyzing provision of criminalization on beggar with criminal law and punishment 

concept.  

Based on research and study, Author conclusioning about criminalization aspect 

on Article 504  basically contradicting with the purpose of punishment, because on 

the benefits point and the situation that want to be achieved from the punishment  

and not a punishment for revenge the criminal act, but the purpose that concern on 

social defense to social welfare. And about how the effort to remove the punishment, 

on the criminal law perspective removing the punishment can be held with term and 

condition , which is the beggar act on the book of penal code article 504 can be 

decriminalize, it is about on the criminal law perspective should concern to social 

defense and social welfare aspect. 

 

Keyword: beggar, criminalization, the purpose of punishment 
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